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Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan
memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya
pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke
penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Karcis penumpang
dan dokumen pengangkutan di perairan merupakan tanda bukti telah terjadi
perjanjian pengangkutan di perairan antara perusahaan pengangkutan perairan dan
penumpang atau pemilik barang, dengan pembayaran biaya pengangkutan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Siapa saja yang bertanggung
jawab terhadap kecelakan kapal laut? Bagaimana sanksi hukum bagi nahkoda
yang menyebabkan kecelakan menurut Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran? Bagaiman upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
kecelakan kapal

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian juridis empiris, dengan tehnik
analisa kwalitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap
aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kecelakan kapal laut pengangkutan
tanpa dokumen resmi

Pihak — pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakan kapal laut adalah
sebgai berikut Syahbandar, Nahkoda, Perusahan Pelayaran, KNKT. Adapun
sanksi hukum diatur dalam diatur dalam Pasal 336 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan sebagai berikut : Setiap pejabat
yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu
melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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